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ABSTRACT

Current advances in technology and information have impacted community
activities, including land services. This is evident in the issuance of electronic
certificates implemented by the Sleman Regency Land Office since May 31, 2024.
The implementation of electronic certificate issuance ensures that land services can
run quickly and easily. However, during the initial implementation, there were
relatively long service times and a decrease in non-tax state revenue (PNBP). This
study aims to identify the problems encountered in the implementation of electronic
certificate issuance and to determine the solutions implemented to address these
issues. The research method used in this study is a qualitative method with a
descriptive approach. The data used are primary and secondary data. Primary data
was obtained through interviews and observations, while secondary data was
obtained through document studies.

The results of the study indicate that the implementation of electronic
certificate issuance was implemented across all land services that produce
certificates, such as the transfer of sale and purchase rights, parcel division, and
initial land registration for recognition/affirmation of rights. The implementation
was carried out in two phases. There were issues with untimely file completion and
an increase in application file backlogs in the implementation of electronic
certificate issuance at the Sleman Regency Land Office for applications for transfer
of sale and purchase rights, parcel division, and initial land registration for
recognition/affirmation of rights. Thus, the problems that occurred decreased the
performance of the Sleman Regency Land Office. The problem was then analyzed
using a fishbone diagram consisting of 5M (Man, Machine, Methods, Material,
Money). These problems can occur due to: 1) Poor quality of land data, especially
spatial data, and low digitalization of documents; 2) Limited human resources and
no specific training; 3) There are connectivity problems, errors, and
inconsistencies between the KKP and SITATA applications; 4) The existence of
policy dynamics and lack of detailed policies in issuing electronic certificates; and
5) Budget limitations and budget efficiency. The solutions implemented to describe
the causes of these problems are: 1) Improving the quality of land data through
PTSL 2024 and the 10,000 fields Media Transfer Project; 2) Human Resource
Management and Improvement; 3) Infrastructure Optimization; 4) Creating Media
Transfer SOP; and 5) Budget Optimization.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi
yang pesat, secara spesifik telah memberikan kesan dalam kehidupan
bermasyarakat. Transaksi elektronik dan teknologi informasi merupakan
garda terdepan yang dihadapi pada era saat ini (Syamsur dkk. 2023,97).
Seperti halnya pendaftaran tanah yang saat ini patuh pada kemajuan
teknologi dan informasi sehingga memberikan dampak bahwa pendaftaran
tanah saat ini berbasis elektronik (Mujiburohman 2021 ,58). Pelayanan
pertanahan secara elektronik di Indonesia dimulai dengan menerapkan
empat jenis pelayanan online yaitu : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
(SKPT), Zona Nilai Tanah (ZNT), Pengecekan Sertipikat Tanah dan Hak
Tanggungan. Meski demikian, masih terdapat 72 layanan yang belum
elektronik (Kusmiarto dkk. 2021,2). Layanan elektronik tersebut
dikembangkan secara bertahap dengan tetap memperhatikan setiap aspek
pelayanan. Sama halnya dengan sertipikat elektronik dapat dilaksanakan
setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat
Elektronik yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023
Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran
Tanah. Sistem elektronik pada pendaftaran tanah tersebut dilaksanakan
untuk pendaftaran tanah pertama kali, alih media, pemeliharaan data

pertanahan dan pencatatan perubahan data pertanahan.

Transformasi digital mempengaruhi dalam pendaftaran tanah di
Indonesia untuk menerapkan sistem elektronik dan merubah sertipikat tanah
yang berupa konvensional menjadi sertipikat elektronik. Sertipikat tanah

elektronik ditujukan untuk mempercepat dan mempermudah proses



pengurusan sertipikat serta menghindari pemalsuan dan kehilangan
(Adinegoro 2023 ,130). Penerapan sertipikat elektronik dimulai dengan
uji coba di dua kota besar di Indonesia yang dipandang sudah mendukung
infrastrukturnya yaitu, lima kantor pertanahan di Daerah Khusus Ibukota
(DKI) Jakarta dan dua kantor pertanahan di Surabaya yang selanjutnya akan
diikuti di beberapa kota besar di Indonesia (Rachman dan Hastri 2021 ,95).

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman termasuk dalam salah satu dari
104 kantor pertanahan prioritas untuk menerbitkan sertipikat elektronik
dalam pelayanan pendaftaran tanah. Sesuai dengan Keputusan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
285/SK-0OT.01/111/2024 Tanggal 19 Maret 2024 Tentang Penunjukan
Kantor Pertanahan Prioritas dalam Program Kabupaten/Kota Lengkap,
Penerbitan Dokumen Elektronik dan Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun
2024. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Sleman dengan launching pelayanan sertipikat elektronik terhitung sejak
tanggal 31 Mei 2024. (Syarifudin 2024, 1), menyatakan bahwa berlakunya
sertipikat elektronik ini memberikan jaminan dalam pelayanan pertanahan
yang semakin cepat, baik dan aman. Begitu pula pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman yang menerapkan pelayanan berbasis elektronik agar

memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Sementara itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman juga
melaksanakan kegiatan Pemetaan Desa Lengkap melalui Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2024. Berdasarkan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,
PTSL merupakan kegiatan pendaftaran pertama kali yang dilaksanakan
serempak pada objek pendaftaran tanah pada kalurahan/desa di seluruh
wilayah Indonesia yang terdiri dari pengumpulan data yuridis dan data fisik
dari objek pendaftaran tanah yang akan didaftarkan. PTSL dilaksanakan
bertujuan dalam rangka meningkatkan kualitas data bidang tanah yang ada



pada suatu wilayah (Handono dkk. 2020, 122, Pratama dan Santoso 2021,
277). Kualitas data pertanahan yang baik dapat di ukur berdasarkan validnya
data fisik dan data yuridis, validnya surat ukur, warkah dan buku tanah,
jumlah bidang yang terdaftar dan berkurangnya sengketa tanah. Kualitas
data merupakan segmen penting dalam implementasi penerbitan sertipikat
elektronik (Suhattanto dkk. 2021,99). Kantor Pertanahan Kabupaten
Sleman melaksanakan Pemetaan Desa Lengkap melalui PTSL pada tujuh
kapanewon di wilayah Kabupaten Sleman yaitu Kapanewon Gamping,
Godean, Mlati, Seyegan, Sleman, Tempel, dan Turi yang terdiri dari 34
kalurahan. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor 111/SK-34.04.1P.02/V111/2024
tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Sleman Nomor 54/SK-34.34.04.1P.02/1/2024 tentang Penetapan Lokasi
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) PBT Desa Lengkap Jawa
Bali Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Harapan dari pelaksanaan
PTSL tersebut dapat membantu dalam pelaksanakan penerbitan sertipikat

elektronik agar dapat berjalan dengan mudah dan cepat.

Namun, terdapat fenomena yang terjadi pada pelaksanaan pelayanan
elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Proses penyelesaian
setiap berkas permohonan memerlukan waktu yang cukup lama. Keadaan
tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan bahwa pendaftaran tanah
secara elektronik ini dapat berlangsung secara cepat. Permasalahan ini
memiliki imbas efek domino pada pelayanan pendaftaran tanah dan layanan
pertanahan lainnya. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor
Pertanahan  Kabupaten  Sleman  mengalami  penurunan  sejak
diberlakukannya pelayanan elektronik tersebut, seperti yang digambarkan

dalam diagram dibawah ini:
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Gambar 1. Grafik PNBP Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
Sumber : Data Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (2025)

Terjadinya kesenjangan antara yang diharapkan dalam pelaksanaan
pelayanan penerbitan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten
Sleman menjadi daya tarik penulis untuk mengupas dan mendeskripsikan
terkait permasalahan yang terjadi dalam penerapan layanan elektronik
tersebut. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Problematika dan
Upaya Penyelesaian Implementasi Penerbitan Sertipikat Elektronik di

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalahan

yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah:

1. Apa saja permasalahan yang terjadi pada implementasi penerbitan
sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman?

2. Bagaimana upaya penyelesaian yang diterapkan untuk mengatasi
permasalahan yang terjadi dalam implementasi penerbitan sertipikat

elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian
ini adalah:

a. Mendeskripsikan permasalahan yang terjadi dalam implementasi
penerbitan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten
Sleman.

b. Mendeskripsikan penyelesaian yang diterapkan untuk mengatasi
kendala yang terjadi dalam implementasi penerbitan sertipikat
elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Penelitian
Sedangkan untuk manfaat penelitian adalah sebagai berikut:
a. Manfaat Akademis
Penelitian ini sebagai acuan dalam mengembangkan keilmuan
perihal penerbitan sertipikat elektronik pada pelayanan pertanahan di
seluruh Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini sebagai rujukan bagi peneliti lain untuk melakukan
penelitian perihal penerbitan sertipikat elektronik pada pelayanan

pertanahan di Indonesia.

D. Batasan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diuraikan
sebelumnya agar tidak terjadi multi tafsir serta mendapatkan hasil yang
maskimal, maka peneliti merasa perlu memberikan batasan pada ruang
lingkup penelitian yaitu :

1. Peneliti membatasi bahwa penelitian ini dilakukan dengan metode
kualitatif berdasarkan fenomena penerbitan sertipikat elektronik dengan
observasi, wawancara dan studi dokumen.

2. Penelitian berfokus dalam pelaksanaan penerbitan sertipikat elektronik
pada kegiatan pelayanan pertanahan pendaftaran pertama kali dan

pemeliharaan data pendaftaran tanah.



BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan penerbitan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman vyaitu terdapat peningkatan tunggakan berkas
permohonan dan penyelesaian permohonan yang tidak tepat waktu
setelah dilaksanakannya implementasi penerbitan sertipikat elektronik
yang disebabkan oleh:

a. Materials
Kualitas data pertanahan spasial yang kurang mendukung dalam
implementasi  penerbitan sertipikat elektronik meliputi dan
digitalisasi dokumen yang masih rendah sehingga menghambat
dalam kelengkapan validasi data pertanahan.
b. Man
Terbatasnya jumlah SDM di Kantor Pertanahan Kabupaten
Sleman, terutama pada SDM yang melaksanakan penerbitan
sertipikat elektronik dan kurangnya pelatihan secara teknis dalam
implementasi sistem elektronik.
c. Machine
Terdapat kelemahan pada aplikasi KKP dan SITATA yang
belum stabil dan terjadi ketidakpaduan antara aplikasi KKP dan
SITATA dalam mengakomodasi penerbitan sertipikat elektronik.
d. Methods
Kebijakan yang belum tetap ini memberikan dampak pada
perubahan alur pada proses penerbitan sertipikat elektronik yang
menyebabkan menurunya produktivitas pekerjaan dan rentan

terhadap kesalahan.
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e. Money
Terbatasnya anggaran implementasi penerbitan elektronik,
dalam hal anggaran untuk faktor mendukung proses penerbitan
sertipikat elektronik. Terdapat kebijakan efisiensi anggaran pada
tahun 2025 berdampak pada rencana program yang mendukung
untuk meningkatkan kualitas data pertanahan di Kantor Pertanahan

Kabupaten Sleman tertunda.

2. Upaya penyelesaian yang dilakukan untuk menguraikan permasalahan
dalam implementasi penerbitan sertipikat elektronik di Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman masih perlu ditingkatkan. Upaya tersebut
adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan material dalam hal kualitas data pertanahan yang
mendukung implementasi  penerbitan sertipikat elektronik,
dilakukan upaya peningkatan kualitas data pertanahan dengan
melaksanakan PTSL dan Projek Alih Media 10.000 bidang.

b. Permasalahan terkait dengan keterbatasan SDM dan kurangnya
pelatihan secara teknis dalam penerbitan sertipikat elektronik,
dilakukan upaya dengan menerapkan penataan ulang SDM,
menerapkan jam lembur, melaksanakan monitoring dan evaluasi
rutin, dan melaksanakan perekrutan SDM untuk melaksanakan
kegiatan alih media.

c. Permasalahan terkait dengan terjadinya error, gangguan
konektivitas, dan ketidakpaduan pada aplikasi KKP dan SITATA,
dilakukan upaya dengan memaksimalkan infrastruktur yang tersedia
pada aplikasi untuk melakukan pelaporan layanan internal melalui
ITSM yang dikelola PUSDATIN Kementerian ATR/BPN.

d. Permasalahan masih terdapat dinamika kebijakan turunan dalam
implementasi penerbitan sertipikat elektronik dan belum terdapat
kebijakan secara detail, dilakukan upaya dalam penyelesaian
permasalahan tersebut dengan pembuatan Draft SOP Alih Media.
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e.

B. Saran

Permasalahan keterbatasan anggaran dan adanya efisiensi anggaran,
belum terdapat upaya yang signifikan dalam mengatasi kendala
tersebut. Walaupun demikian, Kantor Pertanahan Kabupaten
Sleman tetap menjalankan pelayanan penerbitan sertipikat
elektronik secara maksimal dengan mengoptimalkan anggaran yang
tersedia.

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

a.

Perlunya penambahan jumlah SDM di Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman untuk mengusulkan penambahan tersebut.
Kemudian diharapkan melakukan pelatihan teknis secara
komprehensif selain dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
Diharapkan dapat memprioritaskan program kerja yang berkaitan
dengan penerbitan sertipikat elektronik dalam rangka optimalisasi
anggaran.seperti menfokuskan pada penambahan foto udara resolusi
tinggi pada 9 kecamatan lainnya dan pembentukan tim peningkatan
kualitas data pertanahan pada tiap kalurahan.

Diharapkan dapat menambah jumlah ketersediaan perangkat keras
dan memperbarui perangkat keras tersebut untuk mendukung
pelaksanaan penerbitan sertipikat elektronik.

Diperlukan pembagian tugas antara petugas validasi tekstual dan
validasi spasial dalam alih media SU agar lebih terfokus dalam
pelaksanaan  masing-masing  pekerjaan,  sehingga  dapat
meningkatkan kinerja penerbitan sertipikat elektronik.

Diharapkan dapat dilaksanakan pembuatan Kklasterisasi berkas
tunggakan agar dapat segera terselesaikan sehingga dapat
memperbaiki kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
Diharapkan membuat strategi percepatan alih media dalam rangka
implementasi penerbtian sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan

Kabupaten Sleman.

155



2. Kementerian ATR/BPN

a. Pembuatan kebijakan diharapkan memperhatikan  kondisi
sebenarnya di sebuah kantor pertanahan apakah sudah mencukupi
kriteria sebagai kantor yang melakukan pelayanan elektronik atau
belum. Sehingga tidak hanya kebijakan politis semata, namun juga
didukung dengan kesiapan material, money, machine, methods, dan
man.

b. Penanganan pada layanan tiket ITSM yang perlu ditingkatkan dalam
hal waktu penanganan permasalahan yang diajukan masih
mengalami permasalahan waktu belum pasti pada penanganan
permasalahan. Hal tersebut dikarenakan berpengaruh terhadap
proses pelayanan yang memiliki jangka waktu penyelesaian.

c. Diharapkan menyediakan aplikasi yang stabil dan minim gangguan
serta dapat mengakomodasi seluruh pelayanan di kantor pertanahan.

d. Diharapkan untuk memberikan pelatihan teknis secara terstruktur
dan komprehensif melalui Badan Pusat Pengembangan Manusia
(BPSDM) Kementerian ATR/BPN agar dapat menghasilkan data
elektronik yang benar-benar berkualitas.

3. Akademis

a. Diharapkan menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya dalam hal
perbandingan implementasi penerbitan sertipikat elektronik di
Indonesia dan di luar negeri.

b. Diharapkan menjadi rujukan dalam penelitian terkait tinjauan
hukum dalam penerbitan sertipikat elektronik.
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